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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran popularitas selebriti dalam memenangkan kursi legislatif pada Pemilu Legislatif di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu melalui studi pustaka dan analisis dokumen, untuk memahami bagaimana popularitas dapat menjadi instrumen penting dan taktik pragmatis partai demi meraih suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa popularitas memang dapat menjadi modal elektoral yang signifikan, karena dapat memberikan keunggulan kompetitif dan mendekatkan calon legislatif pada masyarakat. Hal ini terjadi akibat pergeseran preferensi masyarakat yang lebih bergantung pada figur dan citra, bukan visi, misi, dan kapasitas calon. Partai juga menggunakan selebriti sebagai “vote getter” demi mendongkrak perolehan suara, di tengah turunnya kepercayaan terhadap institusi partai dan proses demokrasi. Meskipun demikian, popularitas bukan ukuran kualitas, dan apabila proses rekrutmen lebih bergantung pada figur populer tanpa visi dan kapasitas, dapat terjadi degradasi kualitas demokrasi dan legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa popularitas memang berguna secara elektoral, namun perlu diimbangi kompetensi dan integritas demi terciptanya pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, dan representatif.
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A. PENDAHULUAN
Keterlibatan selebriti dalam kontestasi politik, terutama dalam pemilihan pemilu legislatif di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan, terutama dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya menjadi bagian dari dinamika demokrasi elektoral, tetapi juga mencerminkan pergeseran strategi politik partai yang semakin pragmatis dan berorientasi pada pencitraan. Dalam konteks sistem demokrasi pasca-Orde Baru yang lebih terbuka dan kompetitif, popularitas individu menjadi salah satu modal penting dalam kompetisi politik. Selebriti sebagai figur publik memiliki daya tarik elektoral tersendiri karena visibilitas mereka di ruang publik sudah terbangun melalui media massa dan media sosial. Hal ini terjadi karena perubahan sistem pemilu pasca reformasi memberikan ruang bagi aktor-aktor non-politik, termasuk selebriti, untuk memperoleh legitimasi politik melalui mekanisme elektoral  (Ikhsan, 2015). Namun, popularitas yang dimiliki oleh seorang selebriti tidak serta-merta menjamin keberhasilan mereka dalam meraih kursi legislatif. Meskipun jumlah selebriti yang mencalonkan diri meningkat dari 2 orang pada Pemilu 1999 menjadi 61 orang pada Pemilu tahun 2009, sebagian besar dari mereka gagal memenangkan pemilihan tersebut (Rifai, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun selebriti memiliki keunggulan dalam hal pengenalan publik (name recognition), keberhasilan dalam kontestasi politik tetap memerlukan faktor pendukung lain seperti kemampuan komunikasi politik, jejaring sosial-politik, kapasitas kelembagaan, serta pemahaman terhadap isu-isu publik yang kompleks. Dengan demikian, fenomena ini menantang asumsi bahwa popularitas adalah determinan tunggal dalam meraih elektabilitas.
Preferensi pemilih, khususnya pemilih muda dan pemula, turut menjadi elemen penting dalam mengkaji daya tarik selebriti di ranah politik (Kristian I, Yamardi; 2024). Hal ini dibuktikan bahwa 14,3% pemilih pemula menunjukkan kecenderungan untuk memilih kandidat selebriti yang mereka kenal, terlepas dari pemahaman mereka terhadap program dan visi politik kandidat tersebut (Kurniawati, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi emosional dan psikologis pemilih memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perilaku elektoral, bahkan melampaui pertimbangan rasional berbasis isi kebijakan.
Strategi partai politik dalam merekrut selebriti sebagai calon legislatif juga menjadi bagian dari logika pasar politik yang menempatkan popularitas sebagai instrumen elektoral. partai-partai politik cenderung memanfaatkan citra dan daya tarik selebriti untuk meraih suara, meskipun sering kali tanpa mempertimbangkan kompetensi politik individu tersebut secara substansial (Mustika & Arifianto, 2019). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas menurunnya kualitas kaderisasi partai dan meredupnya peran ideologi dalam seleksi calon legislatif, yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi representatif. Sebab selebriti yang masuk ke dunia politik sering kali mengandalkan strategi komunikasi berbasis manajemen impresi, serta memanfaatkan modal simbolik yang telah dibentuk selama karier mereka di dunia hiburan (Yesi Febriyanti, 2022). Kendati demikian, keberhasilan selebriti dalam mencapai posisi politik tetap sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola modal sosial serta memahami konfigurasi politik yang dinamis, termasuk dalam hal lobi politik, hubungan dengan partai, serta strategi kampanye yang adaptif.
Fenomena ini terlihat secara nyata dalam pencalonan tokoh publik seperti Komeng dalam Pemilu 2024. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap pencalonan Komeng sebagai anggota DPD RI dari Dapil Kota Bekasi, diketahui bahwa popularitas dan reputasi positifnya sebagai tokoh komedi berkontribusi besar dalam membangun kepercayaan dan daya tarik di mata pemilih. Namun demikian, faktor-faktor sosiologis seperti latar belakang etnis, gender, serta nilai-nilai agama tetap memainkan peran penting dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat, sementara pertimbangan rasional seperti isu ekonomi nasional dan lokal tampak kurang dominan dalam proses pengambilan keputusan pemilih (Pokhrel, 2024). Lebih  lagi, keterlibatan selebriti dalam politik tidak hanya berdampak pada aspek elektoral, tetapi juga menimbulkan implikasi normatif terhadap kualitas demokrasi. Karena selebriti yang terjun ke dunia politik cenderung mengedepankan performativitas dan pencitraan visual dibandingkan dengan penyusunan dan pengartikulasian kebijakan publik yang substantif, sehingga berpotensi melemahkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas dalam sistem politik demokratis (Nabilah et al., 2022).
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana popularitas selebriti beroperasi sebagai strategi elektoral dalam konteks pemilu legislatif di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menelusuri sejauh mana tingkat popularitas seorang selebriti memengaruhi kemungkinan mereka meraih kemenangan dalam pemilu legislatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang turut menentukan keberhasilan mereka dalam kontestasi politik. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek struktural seperti sistem pemilu dan peran partai politik, aspek kultural yang mencerminkan preferensi dan perilaku pemilih dalam masyarakat Indonesia, serta strategi individual yang diterapkan oleh para selebriti, seperti penggunaan media sosial, personal branding, dan mobilisasi jaringan sosial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran selebriti dalam politik elektoral Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi representatif di tingkat legislatif.
B. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian yang dilakukan oleh (Mustika & Arifianto, 2019) dalam kajian mereka mengenai keterlibatan selebriti dalam kontestasi politik menyoroti pentingnya manajemen impresi sebagai strategi kampanye elektoral. Studi ini menunjukkan bahwa selebriti kerap memanfaatkan popularitas sebagai modal simbolik untuk membangun citra positif dan memperoleh legitimasi publik. Namun, keberhasilan dalam mengonversi popularitas menjadi kemenangan politik tidak terjadi secara otomatis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teori modal Bourdieu, penelitian ini menekankan bahwa tanpa dukungan modal politik seperti modal sosial, budaya, dan ekonomi serta pemahaman kontekstual terhadap dinamika politik, selebriti cenderung gagal dalam mempertahankan daya tarik elektoral mereka secara berkelanjutan. Mustika dan Arifianto menyimpulkan bahwa popularitas selebriti harus diiringi dengan strategi politik yang matang dan keterlibatan aktif dalam struktur politik agar dapat berfungsi secara efektif dalam meraih kemenangan elektoral.
Penelitian yang dilakukan oleh (Syabilla & Artis, 2025) dalam jurnal Transformasi Artis Menjadi Politisi: Fenomena Keterlibatan Artis pada Kontestasi Politik mengulas secara kritis dinamika transisi figur publik dari dunia hiburan ke arena politik elektoral. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap beberapa artis yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif di tingkat nasional dan daerah. Penelitian ini menyoroti bahwa transformasi artis menjadi politisi bukan hanya persoalan memanfaatkan popularitas, melainkan melibatkan proses panjang pembentukan identitas politik melalui pencitraan, jejaring sosial, serta adaptasi terhadap norma dan etika politik. Dengan menggunakan kerangka teori kapital kultural dan simbolik Bourdieu, studi ini menekankan bahwa keberhasilan artis dalam kontestasi politik sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mereposisi diri sebagai aktor politik yang kredibel. Selain itu, dukungan dari partai politik, akses terhadap sumber daya kampanye, serta strategi komunikasi politik menjadi faktor penentu dalam proses transformasi tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh (Yulanda et al., 2024) dalam jurnal SOSFILKOM membahas fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dari perspektif aksiologi, yakni cabang filsafat yang menelaah nilai dan etika. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap praktik politik partai yang merekrut selebriti sebagai strategi pemenangan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rekrutmen artis cenderung berorientasi pada nilai instrumental, di mana popularitas artis dimanfaatkan sebagai komoditas elektoral tanpa mempertimbangkan kapasitas substantif dan etika politik yang seharusnya melekat pada calon legislatif. Dalam kerangka aksiologi politik, para penulis mengkritik kecenderungan partai politik yang lebih mengutamakan citra dan daya tarik publik daripada integritas dan kompetensi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reposisi nilai-nilai etik dalam proses seleksi calon legislatif guna mencegah banalitas politik yang dapat mereduksi kualitas demokrasi representatif.
Penelitian ini berfokus pada analisis peran populatitas selebriti dalam kemenangan pemilu legislatif di Indonesia, dengan secara komprehensif. sehingga bisa mengetahui setrategi apa saja yang digunakan oleh selebritis untuk memenangkan pemilu legislatif, serta mengetahui faktor faktor yang membuat selebriti gagal dalam kontestasi politik. dengan menitikberatkan pada bagaimana ia memanfaatkan peran popularitasnya dalam media sosial dan membangun citra diri di tengah kontestasi politik lokal. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang fenomena rekrutmen selebriti atau keterlibatan artis dalm kontestasi politik. Penelitian ini membahas secara mendalam terkait faktor faktor apa saja yang menyebabkan menang kalahnya selebriti dalam kontestasi politik beserta perannya.  Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana peran selebritis dalam memenangkan kursi pemilu legislatis di indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan konsep pengumpulan data melalui metode kepustakaan. Memanfaatkan sumber Literatur yang relefan dari berbagai artikel dan jurnal. Sehingga penelitian ini akan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran polaritas selebriti dalam memenangkan politik di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. dengan menerapkan pendekatan ini penelitian dapat bertumpu pada metode studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Studi pustaka merupakan proses untuk menelusuri berbagai referensi literatur yang berkaitan erat dengan fokus kajian secara mendalam (Ritonga & Harahap, 2023). Dalam pelaksanaannya, peneliti menganalisis dari berbagai sumber data yang tersedia di berbagai  platfrom, dengan memprioritaskan pada publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif guna memastikan keragaman perspektif serta keterkinian informasi yang mendukung analisis mengenai peran selebritas dalam ranah politik Indonesia. 
Melalui metode ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan tema “Peran Popularitas Selebriti Dalam Kemenangan Pemilu Legislatif di Indonesia”, sekaligus mengidentifikasi kecenderungan umum dan temuan-temuan penting dari riset terdahulu. Langkah lanjutan yang dilakukan adalah mengelompokkan seluruh sumber literatur yang terkumpul ke dalam kategori-kategori tertentu, dengan tujuan untuk menelusuri adanya kekosongan risert yang belum banyak dibahas pada setudi-studi sebelumnya. Proses klasifikasi ini dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting yang relevan terhadap fokus studi, seperti keterlibatan selebritas dalam dinamika politik, strategi yang digunakan dalam kontestasi pemilu, serta dampaknya terhadap lanskap politik nasional. Selanjutnya, peneliti mengembangkan sejumlah tema pokok berdasarkan literatur yang telah dianalisis. Proses ini mencakup identifikasi pola berulang, hubungan antar-temuan, serta hal-hal signifikan yang muncul dari berbagai penelitian. Dengan demikian, peneliti diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait bagaimana popularitas selebritas dapat memengaruhi keberhasilan dalam kontestasi politik di Indonesia.

D. PEMBAHASAN
1.1Peran Popularitas Dalam Politik Elektoral
popularitas selebritis dalam kontestasi politik elektoral merepresentasikan bentuk shortcut heuristic atau jalan pintas kognitif yang digunakan pemilih untuk membuat keputusan politik secara cepat dan efisien. Karena dalam kondisi akses yang terbatas pemilih cenderung menggantungkan preferensinya kepada figure yang mereka kenal di media, bukan berdasarkan kualitas atau program kerja (Yulanda et al., 2024). Hal ini mencerminkan realitas demokrasi elektoral di Indonesia yang masih sangat berpengaruh (personality politics). Fenomena ini diperkuat oleh bukti yang tercatat bahwa sebanyak 72% pemilih muda cenderung memilih calon legislatif dari kalangan selebritis karena merasa “kenal” dengan figur tersebut. Kata “kenal” disini tidak merujuk pada interaksi langsung, tetapi lebih pada paparan media yang terus-menerus  membentuk kedekatan psikologis antara pemilih dan selebriti atau yang disebut dengan parasocial relationship (Pokhrel, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa dalam logika pemilu, persepsi bisa mengalahkan substansi. 
Efektifitas strategi popularitas juga terbukti secara elektoral tidak hanya pada tingkat persepsi. Studi mencatat bahwa 63% calon legislatif berhasil meraih kursi DPRD tingkat kota pada tahun 2019. Angka ini mengindikasikan bahwa modal popularitas bukan hanya berpengaruh pada citra, tetapi juga peralihan suara (Sahruddin Lubis, 2019). Strategi ini juga tercatat paling berhasil terutama di daerah urban, dimana pengaruh media sangat tinggi dan tingkat konsumsi konten hiburan menjadi penentu utama pembentuk opini publik (Siswanto et al., 2024). Untuk memperjelas fenomena ini, berikut adalah tabel perbandingan antara tingkat keterpilihan caleg selebriti dan non-selebriti berdasarkan hasil pemilu legislatif Tingkat kota tahun 2019.
Tabel 1. Tingkat Keterpilihan Selebriti vs Non-Selebriti di DPRD Kota tahun 2019
	Katagori Caleg
	Jumlah Caleg
	Caleg terpilh
	Presentase Keterpilihan

	Caleg Selebriti
	95
	60
	63,2%

	Caleg Non-Selebriti
	2.130
	720
	33,8%


Sumber: (Sahruddin Lubis, 2019). Diolah lagi oleh penulis.
Tabel tersebut mengidikasikan  bahwa probabilitas keterpilihan caleg dari kalangan selebritis hampir dua kali lipat dibandingkan dengan caleg dari non-selebriti atau kalangan biasa. Temuan ini menunjukan bahwa kapital sosial dalam bentuk popularitas berperan sebagai electoral capital yang konkret. Namun, keberhasilan ini bukan tanpa resiko. Keretgantungan pada popularitas dapat mereduksi subtansi politik menjadi sekedar performa bukan kinerja. Jika tren ini terus berlangsung pemilu dapat berubah menjadi kontestasi popularitas semata, bukan ruang deliberatif yang mencerminkan demokrasi. 
1.2 Komodifikasi Figur Selebriti Oleh Partai Politik
Fenomena keterlibatan selebriti dalam politik elektoral Indonesia tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam demokrasi. Dalam praktek kontemporer hal tersebut lebih tepat dibaca sebagai strategi kalkulatif partai politik yang secara sadar mengeksploitasi kapital simbolik selebriti demi kepentingan elektoral. Dalam konteks ini, figur publik direduksi menjadi instrumen politik bukan sebagai subjek idiologis, melainkan sebagai vote-getter yang bertugas menarik suara pemilih melalui ketenaran yang telah dibangun di luar arena politik (Azzam Akbar, 2021). Proses ini memperlihatkan bentuk paling nyata dari apa yang dapat disebut sebagi komodikasi politik, di mana figur selebriti diperlakukan layaknya “produk kampanye” yang dipasarkan kepada publik. Rekrutmen selebriti oleh partai umumnya tidak disertai dengan pembekalan politik yang memadai. Sebagian besar dari mereka tidak dibentuk melalui proses kaderisasi yang berjenjang, melainkan hanya dipasarkan pada masa kampanye, lalu ditinggalkan dalam proses legislasi pasca keterpilihan. Kondisi ini disebut sebagai celebrity candidate dependency yaitu ketergantungan partai politik terhadap popularitas figur publik sebagai subtitusi dari kelemahan struktur kaderisasi dan lemahnya daya tawar idioligis (Azzam Akbar, 2021). Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik serta melemahnya peran ideologi dalam ajang pemilu, kehadiran selebritas muncul sebagai alternatif yang bersifat pragmatis. Ketika pemilih tidak lagi tergerak oleh visi ideologis, figur publik yang telah dikenal luas justru tampil sebagai aset politik yang dianggap paling potensial. Namun, strategi ini membawa dampak serius 
terhadap mutu demokrasi representatif. Hal ini karena keterwakilan politik yang dihasilkan cenderung bersifat simbolis semata, bahkan sering kali berlandaskan pada transaksi politik daripada komitmen ideologis yang substansial. 
Berikut adalah tabel daftar artis atau selebriti yang mencalonkan diri yang  berhasil lolos ke DPR RI pemilu 2024.
Tabel 1. Daftar artis yang berhasil lolos ke DPR RI pada pemilu 2024.
	No.
	Nama Selebriti
	Partai Politik
	Dapil
	Jumlah Suara

	1.
	Komeng
	PKS
	Jawa Barat II (Kab. Bogor)
	134.494

	2.
	Rieki Diah Pitaloka
	PDIP
	Jawa Barat VII
	213.920

	3.
	Eko Patrio
	PAN
	DKI Jakarta I
	104.424

	4.
	Dede Yusuf
	Demokrat
	Jawa Barat II (Babdung)
	212.870

	5.
	Desy Ratnasari
	PAN
	Jawa Barat IV (Suka Bumi)
	274.507

	6.
	Mulan Jameela
	Gerinda
	Jawa Barat XI (Garut)
	95.878

	7.
	Tommy Kurniawan
	PKB
	Jawa Barat V (Bekasi)
	93.202

	8.
	Nurul Arifin 

	Golkar
	Jawa Barat I
	116.013


Sumber: Di olah penulis dari berbagai sumber.
Tabel tersebut mengindikasikan bahwa peran selebriti dalam kancah politik elektoral Indonesia mengalami penguatan signifikan. Sebagian figur publik yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI berhasil lolos, beberapa di antaranya bahkan meraih suara yang luar biasa, seperti Desy Ratnasari dan Rieke Diah Pitaloka yang masing-masing meraih suara lebih dari 200 ribu suara. Fenomena tersebut membuktikan bahwa Popularitas sebagai komoditas elektoral dalam sistem proporsional terbuka. Tingginya suara yang diperoleh Komeng tanpa pendekatan kampanye konvensional membuktikan bahwa pengenalan publik dan simbolisme budaya populer dapat melampaui efektivitas strategi kampanye tradisional. Dalam sistem proporsional terbuka, personalitas dan ketenaran individu memiliki bobot elektoral yang jauh lebih besar dibanding platform atau program. Selain itu, diversifikasi partai dalam merekrut selebriti juga berpengaruh. Kecenderungan partai-partai nasionalis seperti PDIP dan PAN mbahkan partai yang berbasis Islam seperti PKS dan PKB pun turut mengundang figur selebriti sebagai bagian integral dari strategi rekrutmen politik. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan selebriti bukanlah sekadar respons pragmatis sesaat, melainkan telah berubah menjadi instrumen permanen dalam kalkulasi elektoral partai politik. Kemudian dari hasil berbagai survei dan laporan media mengindikasikan bahwa pemilih cenderung memandang selebriti sebagai figur yang “akrab dan dapat dipercaya” karena kehadiran intens mereka di ruang media. Dalam konteks literasi politik yang masih terbatas, keakraban ini berfungsi sebagai mekanisme heuristic shortcut dalam proses pengambilan keputusan elektoral. Namun dibalik itu, tersimpan kekhawatiran bahwa para selebriti yang terpilih belum tentu memiliki kapabilitas legislatif atau wawasan kebijakan yang memadai. Sejumlah analis memperingatkan bahwa fenomena ini bisa mengikis kualitas demokrasi deliberatif dan menjadikan selebriti sebatas pemikat suara tanpa kontribusi substansi (Nabilah et al., 2022). Kepopuleran selebriti terbukti menjadi modal politik yang sangat efektif dalam kontestasi legislatif, terlebih di daerah pemilihan berskala besar. Meski demikian, kemenangan elektoral berbasis popularitas ini harus ditopang oleh peningkatan kapasitas legislasi serta keterlibatan aktif dalam fungsi representasi dan pengawasan. Tanpa itu, selebriti hanya akan menjadi ornamen demokrasi, bukan penggerak substantifnya. 
1.3 Risiko Terhadap Kualitas Legislasi dan Pengaruhnya Pada Literasi Politik
Kualitas dalam proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh aspek popularitas yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan selebriti, dibanding kapasitas dan kopetensi sebagai anggota legislatif itu sendiri. Figur-figur publik khususnya selebriti yang berhasil di kursi parlemen  lewat jalur popularitas kerap kali tidak memiliki kesiapan intelektual, pemahaman hukum, maupun pengalaman dalam proses legislasi. Karena mereka hanya bergantung pada ketenaran dan citra, bukan pada kualitas dan visi sebagai pemimpin. Akibatnya, peran mereka di parlemen terbatas pada kegiatan yang sifatnya seremonial, tidak subtantif. Dalam perancangan undang-undang cenderung minim atau bahkan seremonial belaka. Fungsi-fungsi utama legislatif seperti pengawasan terhadap eksekutif dan penyusunan anggaran menjadi tereduksi menjadi formalitas, karena mereka lebih mahir tampil di layar kaca daripada di ruang sidang yang penuh dokumen dan debat substantif. Maka, masuknya selebriti yang tak siap secara kognitif dapat menjadi “defisit representasi” yaitu ketika kepentingan masyarakat luas tidak sepenuhnya terwakili, dan proses pembuatan keputusan lebih didominasi oleh pertimbangan citra dan kepentingan golongan. Hal ini turut menjadi masalah penting, karena kualitas demokrasi nantinya bergantung pada kemampuan para wakil rakyat untuk memahami masalah secara luas, mencari solusi berdasarkan kepentingan masyarakat, dan bukan demi menjaga popularitas semata (Zamroni et al., 2016).
Dalam ranah yang lebih luas, dampaknya terhadap literasi politik publik juga sangat mengkhawatirkan. Kebanyakan masyarakat masih sering terjebak pada aspek permukaan, yaitu tampilan luar dan popularitas figur, bukan pada visi, gagasan, dan kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Hal ini terjadi akibat proses demokrasi masih lebih bergantung pada kesan emosional dan citra, bukan pada substansi visi, misi, dan platform kerja yang matang. Dengan kata lain, pilihan masyarakat lebih sering didasarkan pada pengenalan dan kesukaan terhadap figur, bukan pada kapasitas dan visi kepemimpinan yang dapat diberikan demi kepentingan bangsa. Fenomena tersebut menjadi masalah penting, karena pada gilirannya demokrasi bergeser dari ruang deliberatif tempat rakyat dapat menakar visi, program, dan track record calon menjadi sebuah “panggung pertunjukan” tempat mencari dukungan berdasarkan citra, bukan substansi. Hal ini turut menjadi hambatan yang signifikan terhadap terciptanya pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, dan mampu mewakili kepentingan rakyat secara luas (Rosit et al., 2024). 
Masuknya figur selebriti ke dalam dunia politik tanpa ditopang oleh kesiapan struktural yang memadai serta minimnya edukasi politik publik menciptakan kondisi yang mengarah pada kerapuhan institusional dalam sistem demokrasi. Ketika popularitas lebih diprioritaskan daripada kompetensi, maka proses representasi rakyat dalam lembaga legislatif berisiko mengalami distorsi serius, karena yang dihadirkan bukanlah wakil rakyat yang memahami kompleksitas kebijakan, melainkan tokoh dengan daya tarik visual yang belum tentu memiliki kapasitas substantif. Dalam kerangka demokrasi yang ideal, keterlibatan aktor politik menuntut tidak hanya modal elektoral, tetapi juga keahlian, integritas, dan kemampuan analitis untuk merumuskan serta mengawasi kebijakan publik. Tanpa hal tersebut, parlemen berisiko mengalami degradasi fungsi, berubah menjadi panggung performatif yang lebih mengedepankan simbolisme daripada deliberasi. Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi aktor utama dalam demokrasi justru terpinggirkan menjadi penonton pasif dari pertunjukan politik yang hanya menyajikan sensasi, bukan solusi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kualitas legislasi yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri yang akan semakin terkikis dari waktu ke waktu.
1.4 Kasus Komeng 2024 Sebagai Fenomena Baru
Fenomena keterpilihan Komeng dalam pemilu legislatif tanpa strategi kampanye konvensional menjadi ilustrasi menarik atas pergeseran pola pikir pemilih dalam lanskap politik kontemporer. Di tengah dominasi metode kampanye tradisional seperti pemasangan baliho, spanduk, serta kegiatan safari politik, keberhasilan Komeng justru menunjukkan bahwa dukungan elektoral kini tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme promosi visual yang masif. Keberadaan Komeng sebagai figur publik yang memperoleh simpati tanpa eksposur kampanye yang intens mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sosok calon legislatif, dari yang semula mengutamakan pencitraan ke arah penghargaan terhadap ketulusan. Dalam hal ini, gagasan “kejujuran simbolik” memberikan kerangka analitis yang relevan yang tidak hanya merujuk pada aspek administratif atau legal semata, melainkan pada citra autentik yang mampu membangun persepsi publik tentang keaslian identitas (Siswanto et al., 2024). Dalam diri Komeng, absennya atribut kampanye justru ditafsirkan oleh pemilih sebagai bentuk perlawanan terhadap politik artifisial yang sarat dengan pencitraan semu. Hal ini dibuktikan olehnya dengan menggunakan foto yang berbeda dengan kandidat lain, yang lebih cenderung menggunakan foto standar dan formal. Dengan menampilkan ekspresi yang hidup dan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga lebih menonjol dan mudah diingat memberikan kesan yang kuat dan berbeda seolah-olah “berbicara” kepada pemilih.
[image: ]Gambar 1. Foto Komeng di surat suara.
Sumber:detikNews 
Penampilan foto Komeng dalam surat suara menjadikan keunikan tersendiri, terutama dalam hal perbedaan produk yang berada dalam tengahnya persaingannya di pasar yang semakin kompetitif. Lebih dari itu, fenomena ini menyikapi tumbuhnya pola rasionalitas baru dalam perilaku pemilih yang bersifat emosional-simbolik. Artinya, preferensi pemilih tidak lagi ditentukan semata oleh tawaran program kerja atau janji politik, melainkan oleh persepsi akan integritas dan ketulusan figur yang bersangkutan. Kepercayaan politik kini dibangun melalui kesan keberanian untuk menjadi diri sendiri, bukan sekadar retorika yang dikemas dalam baliho mewah. Oleh karena itu, kemenangan Komeng bukanlah anomali elektoral, melainkan refleksi dari kemunculan kesadaran politik baru di kalangan pemilih: suatu orientasi yang lebih menghargai keotentikan, sinyal kejujuran, dan keberpihakan simbolik terhadap figur yang dianggap tidak sedang bermain dalam teater kepalsuan politik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menunjukan bahwa popularitas selebriti memang menjadi faktor penting dan instrumen yang cukup efektif untuk meraih dukungan dan memenangkan kursi legislatif. Hal ini terjadi karena figur selebriti lebih mudah dikenali masyarakat, dapat menjadi “jalan pintas” kognitif bagi pemilih, dan dianggap lebih dekat secara emosional. Selain popularitas, strategi partai politik juga turut bergeser dari pendekatan ideologis menuju pragmatis, yaitu merekrut selebriti demi kepentingan elektoral. Hal ini terjadi di tengah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai dan figur-figur politisi, sehingga popularitas dianggap dapat mendongkrak perolehan suara secara signifikan. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek lain, seperti dukungan mesin partai, modal, citra, dan jaringan, dan juga konteks kultural dan preferensi masyarakat. Dalam beberapa kasus, selebriti memang dapat terpilih, tetapi hal tersebut bukan jaminan kualitas kerja dan kinerja legislatif nantinya. Hal ini terjadi karena kepopuleran lebih sering berguna pada saat kampanye, bukan pada saat pembuatan kebijakan dan kerja legislatif. Selain itu, peran popularitas juga dapat menjadi masalah apabila proses demokrasi bergeser dari substansi visi, misi, dan program kerja, menjadi kontestasi citra dan figur. Hal ini dapat mereduksi kualitas demokrasi, melemahkan peran deliberatif, dan pada gilirannya dapat menurunkan mutu perwakilan rakyat. Singkatnya, popularitas memang dapat menjadi modal penting dan instrumen pemenangan, namun apabila hal tersebut tidak diimbangi kapasitas, visi, dan integritas, maka peran selebriti di parlemen justru dapat menjadi hambatan, bukan solusi, bagi terciptanya pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.
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